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A.	TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN
Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar beban kerja dosen ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai. 

B.	LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN
Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.
1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar beban kerja dosen dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar beban kerja dosen.
C.	DEFINISI ISTILAH	
1. Pengambangan atau peningkatan standar biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar tersebut pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar tersebut sesuai dengan aspek yang diatur.

D.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN
1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian.
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen serta tenaga kependidikan.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar beban kerja dosen.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar beban kerja dosen sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR BEBAN KERJA DOSEN
Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.
1. Tim Penjaminan Mutu Universitas Negeri Makassar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Negeri Makassar dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen dan tenaga kependidikan yang ada di Fakultas dan PPs.

F.	CATATAN
Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan.
1. Laporan pemenuhan standar dalam kurun waktu tertentu.
2. Formulir rekomendasi peningkatan standar
Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual
1. Ruang Rapat.
2. Laptop.
3. DLP.
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